
 

 

TINJAUAN YURIDIS DATA NASABAH SEBAGAI RAHASIA DAGANG 

DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI BANK DIKAITKAN PRINSIP 

KERAHASIAAN BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 

TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 

7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 

30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG. 

ABSTRAK 

Perbankan di Indonesia yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi 

utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank merupakan 

lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para 

nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perbankan dan prinsip kerahasiaan dalam suatu bank, 

rahasia bank berhubungan dengan keuangan dan hal lain dari nasabah bank yang 

menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam suatu bank sering 

terjadi pertukaran database nasabah antara pegawai bank satu dengan pegawai bank 

lainnya. Terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan perbankan yang 

dilakukan oleh pegawai bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah yang 

merupakan objek rahasia dagang suatu bank dan dituntut tanggung jawab hukum 

suatu bank kepada pegawai bank terhadap kerahasiaan data nasabah. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang 

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam 

hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

undang-undang dan pendekatan konseptual dengan lebih mengacu pada bahan hukum 

primer (yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata) dan bahan hukum sekunder. Data-data yang digunakan dianalisis 

cara analisis kualitatif dengan pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir untuk 

menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang 

bersifat umum. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pelanggaran 

pembocoran rahasia bank berupa data nasabahnya dikarenakan kegiatan perbankan 

yang dilaksanakan oleh salah satu Bank Swasta tidak sesuai dengan hak nasabah dan 

kewajiban Bank seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.  

Data nasabah ini termasuk ke dalam kategori Rahasia Dagang yang ada di 

dalam rezim HKI yang di dasarkan bahwa rahasia dagang  sebagai informasi di 

bidang teknologi atau bisnis, tidak diketahui umum, mempunyai nilai ekonomi karena 

berguna dalam kegiatan usaha serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia 

dagang. Bank Swasta tersebut dapat memberikan informasi tentang data nasabahnya, 

harus sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan. Pertanggungjawaban Pegawai 

Bank dalam hal ini adalah Direksi Bank Swasta memberikan sanksi kepada pegawai 

bank pribadi yang membocorkan data nasabahnya. Apabila Nasabah Bank Swasta 

tersebut menuntut pertanggungjawaban hal ini, maka Direksi Bank Swasta harus 

bertanggungjawab atas pembocoran data nasabah tersebut.  
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